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ABSTRACT

The rapid development of science and technology produce significant progress in
telecommunication and transporation. The distunce is not a big matter anymore heeause it opens the
door between countrics. This condition epzed people to enter and exit from one country 1o annthe
The entering of foreigners woa countey has pesiive and negative impnees. The countey coubd exeeprif
the impact is posttive. On the other hand, 1€ e impact is negative, it will bring many problems oo the
country and of course thase countries would take strict action in forms of deportation. The problem of
the rescarch are 2 fess, how the amplemeniation ol deporation of Brazilians according to Internatinnal
low in human rights perspective; recand. how the procedure of deportazion of Brazilians done by
Immigration officer Pedung. In this legal research the writer uses the method of empirical sociology
that i5 rescarch whick applies the method using probigms approach by relating the effective norms
with the facts in the field. Meanwhile, the technique of data processing is by grouping the collecred
duta nnd editing them. Then the writer mokes guelitative analvsis by claborating them in words nob i
statistics way. From. the resuolt of the research. the writer can obtain some points that we the
deportation process of Brozilians hes appropriately applicd by Indoncsion govermment based on
universally human righis instruments. Deporiation procedure is different between one countey 1o
mmother country according o their own immigration law. Finally, the procedure of deponation of
Brazilizns in Immigration OGeer Pedang bas aleeady properly implemented based on the law of
Indonesian lmmizration.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Ronvensi Montevideo fahun 1933, bahwa negara harus
mempunyai empat unsur kenstitif yaite penghuni. wilayah, pemerintah dan
kesanggupan berhubungan dengan negara-nesorn lainnya, Namun, MNepara
schagai Konsep ilmu politik telab terwujud, apabile ketiga unsur Konstitutif
tpenghuni, wilayah dan pemerintah) telah dipenuhi oleh sesuatn kesatuan
politik yaitu penduduk, wilayah dan pemeriniah vang berdaulat vang mana
Retiga unsur ini merepakan unsur Konstitutit vang tradizionil dari negara
Wilayah sustu negara sudah barang tentu dihuni oleh penduduk, Sedangkan
penduduk yang menghuni scbuah wilavah segara terdiei dari dua kelompok
vain kelompok penduduk vang berasal dari warga negara setempat dan
kefompok pendodul vang bukan dari warga negara setemper. Penduduk Vang
bukan berasal dart warga negara setempal inilah vang disebul warga negara
asing. kedur macam bentuk penduduk ini harus twnduk dan patuh pada ata
brukum negara setempat,

kehadiran orang asing  di dalam  witayvah  suatu negarn telah
herlangsung scjak lama. Kehadiran mereka bermacam-macam, adakalanva
merckn datang untuk menetap dan menceri penghidupan di negara setempat
tapd adapula yang tinggal untuk sementara seperti banya untuk perei berlibur,

Aken tetapi seiring dengan laju perkembangan vang melanda dunia apalag

Samidjs, lmy Megara, OV Arnico, Bardung. 1997 hal 34,



setelah Perang Dunia ke 11 berakhir banvak sckali perubahzn-perubahan vang
terjadi., seperti perubahan terhadap peta bumi politik, perkembangan
masyasakal internasional den struktor organisasi masyvarakat, Hal ity sesuai
dengan vang  dikemukakan oleh Profl Dro Mokhter Kosvma  Atmadija,
SELLLM -

“Perubahan pertuma yang besar dan pokok adalsh perubahan peta

buemi politik vang terjadi teratama sctelah Perang Dumia ke (1.,

Perkembangan  keduva vang mempunyvai akibat vang besar sekali

terhadap  perkembangan  masyarakat  internesional  dan hukum

imernasionsal - yang  mengaturnva adalah kemajuan  teknologi,

Perubahan-perubabon vang  terjadi di dalam  struktur  organisasi

masyarakal internasional merupakan perubahan-perubaban golongan

ketipa.”

Perubahan peta bumi politik setelah Persng Dunin ke 11 berakhis
menvebabkan banyak terjadinya perubahan-perubahan diberbagai negara, ini
dapat dilihat dengan munculnya negara-negara baru merdeka terutama vang
berada di kewasan Asia-Afrika. Hal inilah vang membaws negara-nepara
tersebut untuk segera membuka dan mempereral hubungan melalul kerjasama
internasional dengan negara-negara lainnva. Hubungan ini dijalin melalui
berbagai hentuk kegasama vang saling mengeniungkan bagi kedua belah
pihak, seperti melaloi kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan, Semuanva il mercks lakukan karena mercka
menvadari bzhwa tidak mungkin bisa swatu negara hidup mandiri tanpa
bantuan/stan kerjpsama negara lain, spalagi negara-negara tersebut adalah
negsra-negara vang barn merdeka.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan weknologi vang

semakin pesat di bidang tekoologi transportasi dan komunikasi welah

Whiskinar Kusums Avmadp, Penganiar Hukem neeroasional, ok [ Bagion Umum, Bina Cipta.
Bandung, 1982, fol 19-23,



membawa jarak antar sate negara ke negara [ain menjadi lebib dekat ditambab
lagi dengan semakin canggihnya alat-alar transportasi vang telah diciplakan
aleh negara-negara vang telsh maju teknologinya, sehingea manusia sekarang
ini dengan mudah dapat melakukan perjalanan dari satu negars ke negara lain
dalam waktu yvang relaif singkat, Kesemuanya ite menyebabkan bahwa
kehadiran mereka didalam wilayah sugtu negarn dopat terjadi dengan mudah,
Dengan demikian, adanya orang-orang asing didalam suatu negara merupakan
kenvataaon yang udak dapat dibindarkan dalam perkembangan  hukum
intermasional.

Kehadiran  crang-orang  asing  disamping membawa  hal-hal vang
menguntungkan dapat pula menimbulkan  hal-hal vang merugikan bagi
Kepentingan negara dimana mereka bernds, bahkan dapat puls membahayakan
Ketentraman dan keamanan negora. Jika terjadi hal demikian, maka bagi
negdrd vang merasa erganggu akibal orang asing tersebul dapat melakukan
tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian vang sering diambil oleh
negara adalah deportasi atau dengan kata Jain pengusiran warga negara asing
itw dari wilavah negaea tersebul.

Istilah deportasi sebenamya telah fama dikenal kalangan masyarakat
Rita sctidak-tidaknya dikalangan masyarakat tertenty, terutama paea ahli
hukum. Dalam pasal 1 ayat (16) Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang
heimigrasian  memberikan  definisi tentang deportasi | vailn tindakon
mengeluarkan orang asing dar wilavah Indonesia karena keberadannnya tidak

dikehendaki.

Fraet



BAB IV

PENUTLIP

A, Kesimpulan

Herdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian-bagion

sehefumnya dari penulisan skripsi ini. maka dapatlah ditarik suatu kesimpuisn

vaitu ;

Dalam pelaksanaan deportasi terhadap warga negara Brasil vang dilakukan
ofch Pemerintah Indonesia (Pihak Imigrasi Klas | Padung) telah sesuai
dengan ketentuan HAM secara universal vang mana delam mendeportasi
kedus warga negara Brasil wersehot Pemerintah Indonesia ipihak [migrasi
Klas [ Padang} telah menghargai Hak-hak Asasi Manusia ini berarti piliak

lmigrasi Klas [ Padang tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

2. Prosedur Deportasi terhadap warga negara Brasil oleh pihak Imigrasi Klas
| Padang dilakukan sesuvai dengan  Ketentuan  hukum  keimigrasion
Indonesia  wvaitw mengikuti Petonjuk Pelaksanaan Dircktur  Jenderal
Imigrasi Nomar : F-3140LTL02.10 Tahun 1998 tentang Tata Cara Tindakan
Foeimigrasian.

B. Baran

Meskipun masing-masing negara membuat sustu peratursn perondang-
undangan  mengenai  deporlasi.  pamun masyarakal  internasional
mengharapkan agar dalam prakicknya negora-negara harus memperhatikan
hak-hak asasi manusia vang bersifat umum dan fndamental. Ini artinye

undang-urdang tersebut haras mengindahkan hal-hal vang diatur di dalam



Fhe Universal Declaration of ey Bights, Dengan adanya pendekatan
Hak-hak Asasi Manusia sebagaimana yang terdapat dalam e Dniversal
Declaration of Human Righs dalam melaksanakan deportasi terhadap
orang asing maka difiarapkan agar hak-hak individu schagai subjek hukum
mternasional dapat dijunjung tinggi,

Bagi pengambil Kebijakan agar membuat Peraloran Perundang-undangan
keimigrasian vang bare mengenal peraturan-peraturan keimigrasian vang
lebih tegas temtang deportasi karena Undang-Undang Nomor 9 tabun 1992
tentang Keimigrasian tidak mampu lagi menjangkau dinamika masyarakat
internasional vang tefadi pada mass sekarang dan vang akan datang.

Agar Pibak Imigrass, dalam  melaksanakan  proses  deportasi. lebih
memperhatikan dan menghomati hak-hak orang asing sebagzimana yirg

telah diatur dalam ketentuan HAM secara universal.
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